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Mengingat 

a. bahwa sebagairnana diarur dalam Pasal 8 ayat (I) 
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 ten tang 
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada 
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Seliap 
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima 
Bantuan Juran Dalam Penyelenggaraan Jami.nan Sosial, 
Pemerintab Kota Semarang dapat menerapkan saksl 
admlnistratif berupa tidak mendapatkan layanan publik 
tertentu atas permintaan BPJS; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dima.ksud dalarn huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Walikota Semarang tentang Konfirmasi Status 
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan 
Jaminan Sosial Kesebatan dalam Pemberian Pelayanan 
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang. 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang 
Keten.agakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndoncsia Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor l 12, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 50:!81: 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

PROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR ,t TAHUN 2017 
TENT ANG 

KONFIRMASI STATUS KEPESERTAAN JAMlNAN SOSIAL 
KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM 

PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DJ LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

WALIKOTA SEMARANG 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 J tentang 
Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tcntang Badan 
Pcnyelenggara Jaminan Sosial [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Jndonesia Nomor 5256); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Penataan Kecamatan Di WiJayab Kabupaten-Kabupaten 
Daerah Tingkat a Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, 
Jepara Dan Kendal Sena Penataan Kecamatan Di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengab 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 89); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4761); 

11. Peraturan Peruerintah Nomor 85 Tahun 20 13 tentang 
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan 
Penyelenggara .Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada 
Pemberi Kerja Selrun Penyeleoggara Negara dan Setiap 
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima 
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaroinan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 548 I]; 

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Perizinan clan Non Perizinan (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambaban 
Lernbaran Daerah Kota Semarang Nomor 93): 



I 
1 
I 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

l . Daerah adalah Kata Semarang . 
. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang mem.impin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang rnenjadi kewenangan daerah otonom, 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau 

badan lainya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelcnggara negara 
yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji , upah , atau 
imbalan dalam bentuk lainnya, 

5. Pekerja adatah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau 
imbalan dala.m bentuk lainnya. 

6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 
menjamin seluruh ra.kyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 
yanglayak 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya 
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan Program Jamin.an Kecelakaan Kerja, Jaminan 
Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. 

8. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan Program .Jaminan Kesehatan. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS 
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 
DAN JAMINAN SOSlAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN 
PELAYANAN PUBL[]{ TERTENTU DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

Menetapkan 

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Penyelcnggaraan Pclayanan Puhlik 
[Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 
11, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Semarang Nomor 
111); 

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Dacrah Kota Semarang (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); 

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kata Semarang (Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 78). 



BABIIl 
KONF'IRMASI STATUS KEPESERTMN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

DAN JAMlNAN SOSIAL KESEHATAN 
Pasal 3 

(1) Pemerintab daerah melakukan kont:irmasi status kepesertaan jaminan 
sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehalao sebelum 
memberikan Iayanan publik tertentu. 

(2) Konfirmasi status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dlsampaikan kepada: 

BABrI 

RUANO LINGKUP 
Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini memuat pengaturan mcngenai 
penyelenggaraan konfirmasi status kepesertaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan 
publik tertentu di lingkungan Pernertntah Daerab. 

9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian keglatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan bagi setlap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleb penyelenggara 
pelayanan publik. 

10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah kepada Masyarakat. 

11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha./kegiatan tertentu, baik dalam bentuk lzin maupun Tanda Daftar 
Usaba. 

12. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti Jegalitas kepada seseorang atau 
sckclompok orang dalam ranah hukum administrasi negara. 

13. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan 
pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk 
penandatangannya atas nama Walikota. 

14. Penyelcnggara Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara adalah Walikota beserta perangkat daerah yang mendapat 
pendelegasian wewenang. 

15. Pelaksana penyelcnggara yang selanjutnya disebut Pela.ksana adalab 
pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam 
organisasi penyelenggara perizinan dan non perizinan. 

16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 
sebagai orang perseorangan, kelornpok, maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 

17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengelolaannya mulai dari tabap permohonan sampai kc tahap terbitnya 
dokumen dilakukan dalam satu tempat. 

18. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang diperguna.kan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penitaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 
terukur, 
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Diundangkan di Semarang 
pada tanggaJ J'J- t<, ·~ \ , ~ 
SEKRETARIS DAERA!-1 KOTA SEMARANG 

AOJTRI~ 

HENDRAR PRTHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal J.~ lJ('.•..,. t\ 'lcJ/-\ 

Pasal 8 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status kepesertaan 
jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan diatur dalam. 
Standar Pelayanan Organisast Pcrangkar Dacrah. 

PasaJ 6 
Ketentuan rnengenai tata cara pelaksanaan konfinnasi status kepesertaan 
jaminan soslal ketenagakerjaan dan jarninan sosiai kesehatan diatur dalam 
perjanjian kerjasama, 

PasaJ 5 
(1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan 

Pernerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS 
Kesehatan. 

(2) Permintaan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk konfirmasi 
dalam sistem aplikasi yang tertniegrasl sebagaimana dimaksud daJam 
Pasal 4. 

Pasal 4 
Konfirmasi status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
dilakukan rnelalui sistem informasi pada Pemcrintah Dacrah yang terhubung 
dengan sistem informasi pada BPJS Kctcnagakcrjaan dan BPJS Kesehatan. 

n BPJS Ketenagakcrjaan untuk kcpcscrtaan jaminan sosial 
kctcnagakerjaan, dan 

b BPJS Kesehatan untuk kepesertaan jaminan sosial keseharan, 
(3) Layanan Publik Tertentu sebagaimane dimaksud pada avat (11 adalah 

perijinan dan non perijlnan yang ditetapkan dalam pelimpahan wewcnang 
kepada lembaga penvelenggara PTSP di Daerah. 


